TS0P/093/100.12

—cu -Jan-24

03-Jan-24

omor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revist
Tanggal Efektil
Disahkan Oleh
PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
HUKUM LINGKUNGAN) Nama SOP

Dasar Hukum

-...r

Kuali :

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETIEN/KUM. 1/12/ 2016 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen
Lingkungan Hidup.

5. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6.

Nomor 060/234/HK-KS/VII/2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi
n Pengelol i i

1. Memahami Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;

2. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Penetapan Kinerja;

Peralatan dan -.E._Qmmwmus:

3. Seperangkat Komputer vang dilenpkapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisnya,

Pencatatan dan Pendataan

Keterkaitan
1. SOP Pelaksanaan Evaluasi 1. Instrumen Evaluasi Penetapan Kinerja;
2. SOP Penggandaan Dokumen 2. Pedoman Penetapan Kinerja;
3. SOP Pendokumentasian Dokumen
—\ Peringatan
Apabila monitoring tidak dilaksanakan maka data data usasha/kegiatan yang sudah/belum memiliki ijin :.:m_q::mu: tidak pn_.mm_m-_.u. Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan - Keterangan
Kabid Kasi PHL Stafl Kadis Kelengkapan Waktu Qutput
Kasi PHL Membentuk Tim Koordinasi dan
1 |Monitoring Penegakkan Hukum Lingkungan Tupoksi 2 Hari SK Tim
(PHL)
Kasi PHL Memerintahkan Staf untuk membuat Tidak . . S
2 SiaE KT SK Ti | Har g ;
draft rencana koordinasi dan monitoring PHL SK Tim Hari Drafl Rencana Monitoring
: ; 4 inasi Tidak
3 KE..Eh.En:wmm el Draft Rencana Monitoring | 30 Mcnit Revisi drafl rencana Monitoring
monitoring PHL
Kabid memeriksa draft rencana koordinasi dan Ya Revisi draft rencana . P
4 T Ak 30 Menit Rencana Monitoring
monitoring PHL Monitoring
h 4
Setelah diperiksa diserahkan ke Staf untuk = ) ...
R ; M k 2
5 pelaksanaan koordinasi dan monitoring PHL Rencana Monitoring 10 bulan pelaksanaan kegiatan monitoring
Membuat Laporan Hasil koordinasi dan Tidak 5 pelaksanaan kegiatan ; ] T,
6 Monitoring PHL monitoring I hari draft Laporan hasil monitoring
7 s Mk ol Laponis Eoordiaas dee l..l..||l¢._.mn_mx draft Laporan hasil monitoring] 30 it isi draft Laporan hasil monitorin,
gn.:._:cﬂm:.m PHL L S. Horing ment revis por: 14
i i sil inasi ¢ Ya isi dra an hasi : -
3 Rm__:..u_ Z._n_.._n_..rmw Hasil Laporan koordinasi dan revisi draft T__..:_.S hasil 30 wetit Laporan hasil mooitoring
Monitoring PHL monitoring
Hasil laporan yang telah disetujui diserahkan ke data-data kegiatan usaha yang belum
9  |Kepala Dinasi untuk ditindaklanjuti dengan VA ) Laporan hasil monitoring | 30 menit | memiliki dokumen lingkungan dan ijin

ditembuskan ke bidang - bidang terkait

PPLH




Nomor SOP |sopi094/100.12
Tanggal Pembuatan J02-Jan-24
Tanggal Revisi -

Tanggal Efektif j03-Jan-24

Disahkan Olech
PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGUNGAN HIDUP (SEKSI PENEGAKAN HUKUM Nama SOP
na §

LINGKUNGAN)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah

4. SK Walikota tentang Pembentukan Tim Operasi Y ustisi

. Memahami Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;

[

. Memahami peraturan perundang-undangan bidang persampahan dan hukum acara pidana.

Keterkaitan Peralatan dan Perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Evaluasi. 1. Berita Acara, Laporan Hasil Operasi Yustisi;
2. SOP Penggandaan Dokumen. 2. Komputer, Kamera, printer, dan jaringan internet;
3. SOP Pendokumentasian Diokumen. 3. Ruang rapat, LCD dan Proyektor;
4. ATK.
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan (Operasi Yustisi) Pengelolaan Sampah wajib dilaksanakan dengan berdasarkan pada
ketentuan Hukum Acara Tindak Pidana Ringan dan Proses Administrasi yang berlaku.

Lembar disposisi, Berita Acara Singkat Tipiring, Dokumentasi, dan Arsip




Pelaksana Mutu Baku
i Kogintn Staf Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Frateonngan
Membentuk Tim dan menetapkan kebijakan
1 Jrencana pelaksanaan operasi yustisi penertiban daflar tim yustisi dan agenda yustisi] 7 Hari  |SK Tim dan Jadwal Yustisi
sampah
En_w.wmpaurn: rapat koordinasi dengan _Em,waﬂ e Disposisi, undangan rapat, dan
2 |terkait tentang rencana pelaksanaan operasi yustisi : 3Jam  |Notulen Rapat
. daftur hadir rapaot
pencrtiban sampah
Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana | )
3 Joperasi yustisi, antara lain surat tugas, berita acara, SK Tim dan Jadwal Yustisi 1 Jam _.av_...wnwm_muﬁ Epaa peisiay
ATK, kamera, dan kendaraan operasional s
; e ki BA, ATK, Kamera, 1 ; . —— s
4 |Pelaksanaan operasi yustisi ._.MMHE. b o By 1 Hari | BA Singkat Tipiring, Barang Bukti
iesthrnt rokapthilei n_m"m._un,ms.mm:_‘ yang ejaring Berita acara tipiring dan klentitas Rekapitalasi data pelunggar dan
5  selama pelaksanaan operasi yustisi dan membuat 3 Jam HiEg
i ; Fy Pelanggar surat laporan kejadian
__n__.cﬁa kejadian operasi yustisi
Tidak
: ikea Faa] el . . " ¢
. xm.m_ _u_.= Bﬁ.:m_._rva. _..Pm_ re au.:._.._?a. dan laporan Rekapitulasi data pelanggar dan . fzorsu:.:._ﬁ_ n_»»”n _u....._msmmm_. dan
6 lkejadian operasi yustisi yang berisi data pelanggar ey 30 Menit |surat laporan kejadian yang telah
T 2 A surat laporan kejadian 5 s
yang terjaring selama pelaksanaan operasi yustisi. diparaf Kasi
Ya
i Eu_mE._ _.in_a:_n.uw *Ew__. pap ___.__.Ew_. n rwnrwv:c_mu._ data pelanggar dan Rekapitulasi data pelanggar dan
laporan kejadian operasi yustisi yang berisi data als ] o
7 f i ek iataka s surat laporan kejadian yang telah 30 Menit |surat laporan kejadian yang telah
Wa ”“mwm.ﬂ W”Mm T " diparaf Kasi diparaf Kabid
perasi yustisi, Tidak
|Kadis DLH :..a_”:wnxm: _E.ﬂ._ E.unu?:__mn_u nE.. ) Rekapitulasi data pelanggar dan Rekapitulasi data pelanggar dan
menandatangani laporan kejadian operasi yustisi e ; Wt
8 e s surat laporan kejadian yang telah 30 Menit [surat laporan kejadian yang telah
vang berisi data pelanggar yang terjaring sclama ; ; ; i
i L diparaf Kabid di ttd Kadis
|pelaksanaan operasi yustisi.
Menyampaikan hasil rekapitulasi dan laporan Rekapitulasi data pelanggar dan
9 |kejadian operasi yustisi kepada penyidik dan surat laporan kejadian yang telah di 2Jam |Tanda terima

Pengadilan Negeri Samarinda

1td Kadis




Menghadiri peluksanaan sidang tindak pidana
ringan di Pengadilan Negeri Samarinda sebagai
pelapor dan/atan saksi

11

_?__nu.ém:: laporan hasil pelaksanaan yustisi (mulai
dari pelaksanaan yustisi hingga hasil sidang
tipiring), dan Membuat surat kpd instansi terkait
perihal jumlah pelanggar yang tidak menghadiri
sidang (diputus verstek)

Kasi PHL memeriksa laporan hasil pelaksanaan
yustisi (mulai dari pelaksanaan yustisi hingga hasil
sidang tipiring), dan Memeriksa surat untuk
instansi terkait perihal jumlah pelanggar yang tidak
menghadiri sidang (diputus verstek)

|Kabid PPKLH memeriksa laporan hasil
pelaksanaan yustisi (mulai dari pelaksanoan yustisi
hingga hasil sidang tipiring), dan Memeriksa surat
untuk instansi terkait perihal jumlah pelanggar yang
tidak menghadiri sidang (diputus verstek)

Kadis DLH memeriksa laporan hasil pelaksanaan
yustisi (mulai dari pelaksanaan yustisi hingga hasil
|sidang tipiring), dan Memeriksa surat untuk
instansi terkait perihal jumlah pelanggar yang tidak
menghadiri sidang (diputus verstek)

Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan yustisi
(mulai dari pelaksanaan yustisi hingga hasil sidang
tipiring), dan Mengirimkan surat untuk instansi
terkail perihal jumlah pelanggar yang tidak
menghadiri sidang (diputus verstek)

Tidak

TTD Kadis

Laporan Kejadian 5Jam  |data hasil sidang PN
data hasil sidang PN 6Jam  |Laporun dan Surat
Laporan dan Surat 30 Menit _J.__ua_.m.: aw-.. SN
diparaf Kasi
Laporan dan Surat yang telah 30 Menit Laporan dan Surat yang felah
diparaf Kasi SH M Y diparaf Kabid
Laporan dan Surat yang telah 30 Menit Laporan dan Surat yang telah di
diparaf Kabid TTD Kadis
I : : i
bk a2 e 2Jam |Tanda terima dan data arsip




PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

HUKUM LINGKUNGAN)

jomor SOP

SOP/95/100.12

Tanggal Pembuatan |02-Jan-24
Tanggal Revisi -
angyal Efel uf 03-Jan-24

Disahkan Olgh

Nama SOP

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tuhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup

2. Memiliki pemahaman tentang Evaluasi Penetapan Kinerja;
3. Memiliki kemampuan Mengevaluasi Penetapan Kinerja;

4. Memahami peraturan perundang-undangan Pengawasan Lingkungan Hidup.

Peralatan dan Perlengkapan

r yany dilenukapi aplikasi office (word, excell) dan sejenisn

Pencatutan dan Pendatann

Hagi Poiabal Pepgawasan
Keterkaitan
1. SOP Penggandaan Dokumen 1. Instrumen Bvaluasi Penetapan Kinerja;
2. SOP Pendokumentasian Dokumen 2. Pedoman Penetapan Kinerja;
3 SOP Penyusunan dan Penerapan Sanksi 3. Seperanpkat Ko
Peringatan

Apabils dokumen penetapan kinerja pada satunn organisasikerja tidak ada maka evaluasi tidak dapat dilakukan.

Buku Dokumentasi Hasil Evaluasi




Pelaksana Mutu Baku
s Koghing Staf Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkupan Waktu Output Hehcangss
Kasi Membentuk Tim Pengawasan dan
I memerintahkan ke Staf untuk membuat drafl Tupoksi 1 Hari  JSK. Tim
rencana pengawason
% Tidak
2 Staf membuat draft rencana pengawasan SK. Tim 1 Hari  |Draft Rencann Pengawasan
Tidak
3 Kasi memeriksa droft rencana pengawasan |Draft Rencana Pengawasan 30 Menit rnnihw draft rencana Pengawasan
Ya
4 Kabid memeriksa draft rencana pengawasan Rrens Sl riscan 30 Menit JRencana Pengawasan
Pengawasan
Setelah diperiksa diserahkan ke Staf k 3 Lo
5 e Sipecien diswrubinn ke Stafunto Rencana Pengawasan | hari  Ipelaksanaan kegiatan Pengawasan | dilaksanakan 12 bulan
pelaksannan pengawasan
it laksanasn kegiata Draft berita acara hasil
6 JKasi memeriksa berita acara hasil pengawasan POTSRERIANN Kopimoan | jam _ e e v
Pengawasan pengawasan
Ya
Kabid memeriksa berita acara hasil Draft berita acara hasil & g ; :
7 30 menit |Berita acara hasil pengawasan
Ipengawasan pengnwasan
v ;
Tidak ﬁ
8 stal’ membuat Laporan hasil pengawasan |Berita acara hasil pengawasan I hari  |Draft Laporan Hasil Pengawasan
Tidak
9 Kasi memerikea Lapotan hasil pengwssn ¢ Draft Laporan Hasil  joos Revisi Draft Laporan Hasil
Pengawasan Pengawasan
Ya
10 JKabid memeriksa Laporan hasil pengawasan Reviel Drakt Laporsa Hasl 30 menit |Laporan Hasil Pengawasan

Hasil laporan yang telah disetujui diserabkan
ke Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan
pengambilan kebijakan untuk tindakan
selanjutnya dan bahan evaluasi untuk

Pengawasan

Laporan Hasil Pengawasan

data-data kegiatan usaha yang taat
30 menit Jdan fidak taat akan aturan hukum

—:amrc:ms:




Nomor SOP

SOP/096/100.12

Tanggal Pembuatan

02-Jan-24

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

03-Jan-24

Disahkan Oleh

PEMERINTAHAN KOTA SAMARINDA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGUNGAN HIDUP (SEKSI PENEGAKAN Nama SOP
HUKUM LINGKUNGAN)

ertulis dan Paksaan Pemerintah

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2, Undang-Undang Nomor |1 Tahun 2020 tentang Cipta Ketja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencrapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan ;

5. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 060/234/HK-KS/VII/2018 fentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penerapan Sanksi
Administratif Di Bidany Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Memahami Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidany lingkungan hidup;
3. Memiliki kemampuan legal drafting produk hukum berupa SK.

Keterkaitan

Peralatan dan Perlengkapan

1. SOP Pengawasan Terhadap Penerima Izin Lingkungan dan Tzin PPLH;
2. SOP Monitoring Pencegakan Hukum Lingkungan;
3. SOP Arahan DELH dan DPLH.

1. Berita Acura, Laporan Hasil Pengawasan dan/atau Monitoring Penegakan Hukum Lingkungan;
2. Komputer, printer, dan jaringan internet;

3. Ruang rapat, L.CD dan Proyektor;

4. ATK.

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila proses penyusunan dan pencrapan sanksi administratif teguran tertulis dan/atau paksaan pemerintah tidak dilakukan berdasarkan
prosedur ini, maka SK yang dibuat tidak memiliki kekuatan dan ketetapan hukum yang kuat.
2. SOP ini mengacu pada Skema Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis dan Paksaan Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Lembar disposisi, SK Sanksi Administratif, Dokumentasi, dan Arsip SK




Pelaksana Mutu Baku
Ne Kegiatan Keterangan
Stal Kasi Kabid Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Staf menyerahkan Berita Acara Pengawasan atau g
I |Monitoring Penegakan Hukum kepada Kasi PHL w~> ?Nﬂsws_. dac/atau Monitoring |, 0 o Disposisi
untuk mendapat arahan lebih lanjut : e e
|Kasi PHL memerintahkan staf untuk menyiapkan
5 Jrapat internal sebelum menyusun Laporan hasil e ; =
% R daiaion ieceiloring penupalis |Disposisi 20 Menit  persiapan rapat
hukum
Kasi PHL dan anggota tim pengawas bersama
dengan Kabid PPKLH melaksanakan rapat untuk Tidak Disposisi, BA Pengawasan dan/atau ; S
3 |60 Menit  |Disposisi
3 menentukan saran tindak lanjut yang akan Monitoring Pencgakan Hukum
dicantumkan dalam Laporan hasil Ya
Staf membuat notulen rapat dan laporan hasil %
4 |pengawasan dan/atay monitoring dengan saran Disposisi, BA Pengawasan dan/atau 8 Jam Notulen Rapat dan Laporan Hasil
tindak lanjut berupa pemberian sanksi Monitoring Penegakan Hukum Pengawasan dan/atan monitoring
administratif teguran tertulis dan/atau

Kasi PHL memeriksa dan memaraf laporan hasil
—_uo_ﬁns.wun: dan/atau monitoring penegakan
hukum

Kabid PPKLH memeriksa dan menandatangani
Laporan hasil pengawasan dan/atau monitoring
pencgakan hukum

Kepala Dinas memeriksa dan memberikan
disposisi kepada Kabid PPKLH terkait saran
tindak lanju dalam LHP

Kabid PPKLH memerintahkan kepada Kasi PHL
untuk membuat draf SK Sanksi Administratif
sesuai disposisi Kadis

b

Ya

Laporan Hasil Pengawasan dan/atau

Paraf Kasi PHL pada Laporan Hasil

dan/atan Monitoring

Moaig 30 Menit _u.n_ﬁu,,s.:us dar/atau Monitorig atau
disposisi
. Laporan Hasil Pengawasan dan/atan
Laporan Hasil Pengawasan dan/atau : A : 5 )
Monitorig yang telah diparaf Kasi PHL [0 Menit H.:Ea.ﬁ IR Al KoM PP e
isposisi
.“ﬂnﬂua__ Pengawasanda/alatt  Lyc Menit [Disposiei kepada Kabid PPKLH
Disposisi, Laporan Hasil Pengawasan 10 Menit | Disposisi kepadia Kasi PHL




Kasi PHL memberikan disposisi dan konsep
kepada staf untuk membuat draf SK Sanksi
Administratif

Staf menyusun draf SK Sanksi Administratif
Jsesuai disposisi

Disposisi, Laporan Hasil Pengawasan
dan/atau Monitoring

20 Menit

Disposisi kepada Staf dan konsep
sanksi

Kasi PHL memeriksa dan memaraf draf SK
Sanksi Administratif

Kabid PPKLH memeriksa dan memaraf draf SK
sunksi administratif

Kepala Dinay memeriksa dan menandatanguni
drat SK. Sanksi Administratif

Kabid PPKLH mencrima SK yang telah
ditandatangani Kadis dan memerintahkan Kasi
PHL untuk memproses lebih lanjut

Kasi PHL memerintahkan stat untuk memberikan
nomor pada SK dan membuat tanda terima
penyerahan SK, agar SK dapat segera diserahkan
kepada penanggung jawab usaha dar/atan
kegiatan

Setelah SK diterima oleh penanggung jawab
usaha dan/atou kegiatan, Staf kemudian
mengarsipkan berkas SK tersebut untuk
selanjunya digunakan dalam kegiatan monitoring
_pencrapan sanksi terscbut

Disposisi, Laporan Hasil Pengawasan

kot Misalisring dhin ok i P Jam draft SK Sanksi Administratif
i - i . |draft SK Sanksi Administratif yang
draft SK Sanksi Adminsstratif 30 Menit ielah diparaf Kasi PHL atau Disposisi
i ey SR : drafl SK Sanksi Administratif yang
Seat 3K Smakel Administealif veog telsh b, o Beteh digaca? Kabid PPKLH staa
diparaf Kasi PHL ; B
|Disposisi
draft SK Sanksi Administratif yang telah | SK Sanksi Administratif yang telah di
diparat Kasi PHL dan Kabid PPKLH "M handatangani Kadis atau Disposisi
SK Sanksi Administratif 5 Menit  |disposisi dan SK Sanksi Administratif
SK Sanksi Administratif yang telah
disposisi dan SK Sanksi Administratif 110 Menit  |diberi nomor dan tanda terima
penyerahan SK
Tanda terima dan SK Sanksi | Hari SK Sanksi Administratif yang telah
Administratif diserahkan dan diarsipkan




